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Abstract. Inheritance law regulates a person's wealth after the owner dies. In general, the system of inheritance
or distribution of wealth can be done in three ways: using BW law (Burgerlijk Wetboek), Islamic law, and
customary law. This research method uses a qualitative research method with a normative juridical research type
with an observational approach which is intended to examine legal issues related to the comparison of the
distribution of inheritance assets according to Civil Law and Islamic Law. The aim of this research is to find out
how inheritance is divided according to western civil law and Islamic lawAccording to civil law, there are two
ways to divide inherited assets, namely Ab-intestato (heirs according to law article 832 of the Civil Code) and
Testamentair (Will). Meanwhile, in Islamic law, men get two parts, while women get one part (2:1). When a man
marries, the inheritance he receives from his parents will be used to pay the dowry and support his wife and
children.
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Abstrak. Hukum waris mengatur bagaimana kekayaan seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Secara
umum, sistem pewarisan atau pembagian kekayaan dapat dilakukan dengan tiga cara: menggunakan hukum BW
(Burgerlijk Wetbhoek), hukum Islam, dan hukum adat. Metode penelitian ini mengggunakan metode peneilitian
kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk meneliti
persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata dan
Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum
perdata barat dan hukum islam. Menurut hukum perdata, pembagian harta warisan terdapat dua cara yaitu
Pembagian secara Ab-intestato (ahli waris menurut undang-undang pasal 832 KUHPer) dan Pembagian secara
Testamentair (SuratWasiat) Sedangkan Dalam hukum Islam, laki-laki mendapat bagian dua, sedangkan
perempuan mendapat bagian satu (2:1). Ketika seorang pria menikah, harta warisan yang dia peroleh dari orang
tuanya akan digunakan untuk membayar mahar dan menafkahi istri dan anaknya.

Kata kunci : Pembagian, Harta waris, Hukum Perdata, Hukum Islam.

1. PENDAHULUAN

Warisan adalah harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat. Perlu diketahui. bersama
bahwa Warisan berasal dari kata Waris. Arti waris itu sendiri adalah berbagai aturan tentang
perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan
diberikan kepada ahli waris ketika orang tersebut meinggal. Warisan tersebut berupa harta
bergerak ataupun harta tidak bergerak. Harta bergerak seperti kendaraan, logam mulia,
sertifikat deposito dan lainnya, sedangkan harta tidak bergerak yaitu seperti rumah dan tanah.

Pembagian warisan di Indonesia berdasarkan hukum waris yang sah yaitu hukum waris
adat, hukum waris perdata, hukum waris islam. Hukum waris adat yaitu pembagian

peninggalan hukum adat yang mempunyai aturan adat yang masih kuat dijalankan di suku yang
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ada di indonesia. Hukum waris perdata bisa disebut hukum waris barat yang berlaku.untuk
warga yang beragama non muslim. Hukum waris islam adalah pembagian harta peninggalan
berdasarkan kitab suci Al-Quran untuk yang beragama islam

Dalam hukum perdata BW (perdata), tiga syarat penting untuk pewarisan adalah: (1)
orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta yang ditinggalkan.
Warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aset atau kewajiban si pewaris yang
berpindah kepada para ahli waris.

Hukum waris Islam menetapkan bahwa seseorang menjadi ahli waris berdasarkan
perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Hak waris diberikan kepada
orang tua dan anak-anak oleh hubungan darah, sedangkan hak waris diberikan kepada pasangan
yang telah dikawinkan. Jika ada ahli waris, ahli waris hanyalah pasangan suami dan istri, anak,
ibu, atau bapak. Hukum Islam memberi anak perempuan setengah dari anak laki-laki ( 2:1),
yang membedakan mereka dari hukum waris lainnya. Sistem hukum waris BW sama dengan
sistem hukum waris Islam, di mana pembagian harta warisan dimulai setelah seseorang
meninggal dunia. Akibatnya, mewarisi menggantikan kedudukan seseorang yang telah

meninggal dunia dalam memiliki harta benda.

2. KAJIAN TEORITIS

Perspektif tentang pembagian harta warisan berdasarkan hukum perdata dan hukum
Islam menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan syariat dan aturan yang diterapkan
dalam pembagian harta warisan, Sedangkan Hak waris dalam hukum perdata dipengaruhi oleh
asas kematian, hubungan darah, dan perkawinan, serta syarat-syarat kewarisan seperti

kehadiran ahli waris dan kematian pewaris.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mengggunakan metode peneilitian kualitatif dengan jenis
penelitian yuridis normative dengan pendekatan perbandingan dimaksudkan untuk meneliti
persoalan hukum yang berkaitan dengan perbandingan pembagian harta warisan menurut
Perpektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui
bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum perdata barat dan hukum islam.

Metode Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research yaitu

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Pendekatan yang
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dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder,.Bahan hukum primer atau sumber hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum
Islam, dan sumber hukum lainnya. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum
yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, penelitian, karya

ilmiah, dan lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Perdata

Di dalam hukum perdata mengatur tentang beberapa hukum antara individu dengan
badan hukum salah satunya hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang
warisan, warisan dalam ilmu hukum diatur dalan buku IV tentang warisan, didalam
KUHPerdata warisan diatur dalam buku 1l tentang benda. Warisan timbul karena adanya
kematian, kematian ini terjadi pada seseorang anggota keluarganya seperti ayah,ibu atau anak.
Subjek waris yaitu anggota keluarga yang meninggal dan anggota keluarga yang ditinggalkan
atau yang diberikan wasiat oleh almarhum, peristiwa kematian itulah yang menjadi sebab
terjadinya waris, dan dialam buku KUHPerdata terdapat beberapa cara pembagian harta
warisan yang sudah dijelaskan dengan hukum yang kuat

Dalam KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga
sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan
serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdata). Selanjutnya, dalam Pasal
833 KUHPerdata, disebutkan bahwa ahli waris dengan sendirinya memperoleh hak milik atas
semua harta, hak, dan piutang yang telah meninggal dunia. Ada dua cara untuk mendapatkan
warisan menurut Kitab undang-undang hukum perdata yaitu: ahli waris yang ditentukan
undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 832 KUHPerdata, keluarga
sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama berhak menjadi ahli
waris.

Pewarisan dalam KUHPerdata diidentikkan dengan hak kebendaan, sedangkan
menyangkut hak waris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Pada

dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya dinamakan



Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

pewarisan. Berdasarkan Pasal 830 KUHPerdata Pewarisan terjadi hanya dengan kematian
pewaris. Oleh karena itu pewarisan baru akan terjadi jika terpenuhi tiga persyaratan sebagai
berikut :

1. Adanya pewaris. Menurut Pasal 830 KUHPerdata dikatakan bahwa pewarisan hanya
terjadi atau berlangsung dengan adanya kematian. Kematian seseorang dalam hal ini
orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan merupakan unsur yang
mutlak untuk adanya pewarisan, karena dengan adanya kematian seseorang maka pada
saat itu pula mulailah harta warisan itu dapat dibuka atau dibagikan.

2. Adanya Harta Warisan
Harta warisan adalah sejumlah harta peninggalan orang yang meninggal dunia berupa
kumpulan harta dan kewajiban”.

3. Ada ahli waris
Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan
berkewajiban menyelesaikan utang- utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul
setelah pewaris meninggal dunia.

Cara Mendapatkan Warisan Menurut Hukum Waris Perdata (BW) Dalam Undang-Undang
terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan antaralain :

a) Pembagian Secara Ab Intestato ( ahli waris menurut undang-undang pasal 832
KUHPer)

Menurut ketentuan undang- undang, yang berhak menerima bagian warisan adalah para
keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga
sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan
ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli
waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut
cara Ab Intestato.

Dalam KUHPerdata dikenal empat golongan ahli waris

e Golongan I: Suami istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (cucu-
cucunya);

e Golongan II: Orang tua (ayah dan ibu), saudara kandung dan keturunan dari saudara
kandung ;

e Golongan I1I: Keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu

e Golongan IV : Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ayah sampai derajat keenam
dan Keluarga garis lurus kesamping dari pihak ibu sampai derajat keenam.
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b) Pembagian Secara Tertamentair (Surat Wasiat)

Menurut Pasal 875 KUHPerdata, surat wasiat (testamen) adalah akta yang memuat
pernyataan seseorang tentang apa yang ingin dia lakukan setelah meninggal dunia dan olehnya
dicabut kembali. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena
adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat.

Testamen atau surat wasiat adalah surat yang menyatakan keinginan seseorang setelah
mereka meninggal dunia. Salah satu karakteristik utama surat wasiat adalah berlaku setelah
pembuatnya meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Bergantung pada keinginan
pembuat wasiat, jumlah ahli waris yang disebutkan dalam surat wasiat tidak tetap.

Menurut Pasal 914 KUHPerdata, bagian mutlak adalah sebagai berikut: (1) Jika hanya
ada satu anak, bagian mutlaknya adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang seharusnya
diterimanya; (2) Jika dua anak, bagian mutlaknya adalah 2/3 (dua pertiga) dari bagian yang
seharusnya diwarisi oleh masing-masing; dan (3) Jika ada tiga anak atau lebih, bagian mutlak
dari masing-masing anak adalah 34 (tiga perempat) dari bagian yang seharusnya diterima oleh
masing- masing yang mereka terima menurut undang undang.

Seorang ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka baginya. Terjadinya penolakan
dihitung sejak hari si pewaris meninggal dunia, jadi berlaku surut (Pasal 1047) dan bagian
Legitieme Portie juga akan hilang. Jika ahli waris menolak warisan dan akan kehilangan
tanggung jawab sebagai ahli waris serta tidak akan menerima pembagian harta peninggalan.
Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Waris Islam

Warisan adalah aset yang ditinggalkan seseorang kepada ahli warisnya Ketika orang itu
meninggal, warisan itu harus dibagi sesuai hukum Islam dan hukum perdata yang ada di
Indonesia. Hukum Islam adalah hukum. yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.
Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Didalam hukum
islam juga mengatur Waris. Pengertian hukum waris Islam adalah aturan yg dirancang untuk
mengatur dalam hal hal atau kepemilikan seseorang yg tewas secara global kepada orang atau
keluarga yg diklaim juga menjadi ahli waris

Hukum waris Islam membagi ahli waris menjadi dua jenis: (1) Ahli waris Nasabiyah,
yang terdiri dari ahli waris yang terkait karena hubungan darah, yang menunjukkan hubungan
kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris; dan (2) Ahli waris Sababiyah, yang terdiri dari ahli
waris yang terkait karena perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya, atau perjanjian

tolong menolong.
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Berikut ini adalah rincian tentang berapa banyak bagian yang diterima oleh masing-
masing ahli waris. Al-Qur'an surat an-Nisa' menjelaskan secara rinci tentang cara pembagian
harta waris dalam Islam. Bisa disimpulkan bahwa ada enam jenis persentase pembagian harta
waris: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3),
dan seperenam (1/6).

Dalam tafsir F1 Zilal al-Qur'an, Sayyid Qutb menjelaskan makna kata "li azzakari mislu
hazz al-unsayain" dalam ayat 11 surat al-Nisa' bahwa jika seseorang meninggal dunia dan tidak
memiliki ahli waris selain anak-anaknya, maka semua harta peninggalannya akan diambil oleh
pewarisnya. Menurut prinsip 2:1, anak laki-laki menerima dua bagian, sedangkan anak
perempuan menerima satu bagian.

Avyat tersebut menimbulkan masalah karena ketentuan bahwa bagian waris laki-laki dan
perempuan dua berbanding satu. Mengapa al-Qur'an memberikan hak waris perempuan
separuh dari bagian laki-laki? Apakah ini jenis diskriminasi terhadap perempuan dalam Islam?

Sayyid Qutb berpendapat bahwa kalimat ini tidak merendahkan salah satu jenis
kelamin. Sebaliknya, itu berkaitan dengan keseimbangan dan keadilan antara tanggung jawab
laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat. Laki-laki menikah akan
bertanggung jawab atas anak dan istrinya, sementara perempuan sebelum dan sesudah menikah
hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bahkan menjadi tanggungan orang lain.

Sehubungan dengan hubungan antara sistem hukum waris menurut Islam dan sistem
kewarisan menurut KUHPerdata, kedua sistem tersebut menganut sistem kewarisan individual,
yang berarti bahwa setelah pewaris meninggal, harta warisan dapat dibagi antara ahli waris.
Semua ahli waris memiliki hak untuk menuntut bagian dari harta yang mereka miliki. Oleh
karena itu, KUHPerdata menggunakan sistem kewarisan individu bilateral.

Namun, perbedaan terletak pada fakta bahwa ketika pewaris meninggal dunia, harta
tersebut harus dikurangi untuk berbagai biaya, seperti membayar hutang atau merawat jenazah,
setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris. Namun, KUHPerdata tidak mengenal hal ini, dan
perbedaan selanjutnya adalah besar atau kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing
masing yang menurut ketentuan KUHPerdata semua bagian ahli waris adalah sama tidak
membedakan apakah anak, saudara, atau ibu dan lain lain semua sama rata, sedangkan menurut

hukum waris islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain.

5. KESIMPULAN
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Perbedaan bagian harta warisan yang dimiliki ahli waris laki-laki dan perempuan
berdasarkan BW dan KHI sangat berbeda, hukum kewarisan menurut BW lebih menekankan
keadilan secara absolut sehingga dinilai hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan adalah
sama, pembagian warisan dibagi sama rata kepada laki-laki maupun perempuan dan tidak ada
pembedaan antara anak, orang tua, maupun saudara. Hal tersebut berbeda dengan waris Islam
yang membedakan adanya hak dan kewajiban lebih dominan dimiliki laki-laki daripada
perempuan, Islam memandang bahwa tanggung jawab dan kewajiban yang dimiliki perempuan
tidak sebanding dengan laki-laki, sehingga pembagian warisan menurut kewarisan Islam pihak

laki-laki memperoleh warisan dua kali lebih besar daripada anak perempuan.
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